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PUTUSAN 
Nomor 05 K/N"/2001 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

Memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil 
putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari: 

PT TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jalan Raya KKO 
Cilandak, Jakarta - 12560, dalam hal ini memberi · kuasa 
kepada: RICCO AKBAR, S.H., Advokat dan Penasehat 
Hukum, beralamat Jalan Sinabung V No. 9 Kebayoran 
Baru, Jakarta S~latan 12120, berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal 10 Nopemb_er 2000, sebagai Pemohon 
Kasasi dahulu Pemohon Pailit;· 

Melawan 

PT HOTEL SAHli.? JAVA INTERNATIONAL, berk~dudukan 
di Jalan Jender-al Sudirman Kav. 86 · Karet Tengsin, 
Jakarta Pusat, dalam · hal ini memberi kuasa kepada: 
PURWOKO J. SOEMANTRI, S.H. dan TON SARTQNO, 
S. H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Perigacara 
Purwoko J. Soemantri & Rekan, beralamat di Jalan 
Danau Gelinggang Blok · _C-111 No. ~~ Pejomponga~],. 

Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 
11 Januari 2001, sebagai Termohon Kasasi dahulu 
Termohon Pailit; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata 
bahwa. sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit 
telah .mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang 
Termohon Kasasi sebagai Termohon Pailit dimuka persi-
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dangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas 
dalil-dalil: 

Bahwa antara Peniohon dan Termohon pernah terjadi 
hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditandata
nganinya Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111 /SPP/ 
HSJI/ MS/XI/96; 

Bahwa terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon 
berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak 
membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan 
Pemohon sebesar Rp. 738.849.592,- (tujuh ratus tiga 
pu!uh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan 
ribu .lima ratus serubilan puluh dua rupiah); 

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan. 
k~wajibannya tersebut · diata~·,. . maka Pemohon 
mengajukan penyelesaian sengketanya kepada majelis 
arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo; 

Bahwa, amar putusan majelis arbiter BANI No.:5/X/09/ 
ARB/ BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 sebagai berikut: 

"MEMUTUSKAN" 

·.··1, DALAM EKSEPSI : 

menyampingkan Eksepsi Termohon; 

2. DALAM POKOK PERKARA: 

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; 

Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar 
janji/wanprestasi; 

Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No. 
111 /SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 
1996 batal demi hukum; 

Menghukum dan memerintahkan Termohon kepa
da Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai 
berikut 
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a. Jumlah tuntutan Pemohon Rp. 738.849.592,-

b. Biaya Arbitef"Yarig- felah 

Oitutup oleh Pemohon ---------- Rp. 9.236.000,-

Rp. 748.085.592,

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan 
puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua 
rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. 
Apabila Te~mohon tidak memenuhi kewajib
annya dalam jangka waktu yang sudah 
ditentukan tersebut, maka Termohon dikena
kan denda 1 % perbulan secara propor·sional 
dari nilai uang yang terlambat·dibayarkan; 

Meny~:ltakaA- putusan Arbitrase ini. me.r-Lfpa.kan 
putusan tingkat pertama dan terakhir dan me
ngikat kedua· belah pihak; 

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mem
bayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini 
masing-masing seperdua. 

·Bahwa putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan 
·(deponeren) · di · .Pengadilan Negeri Jakarta ··Pus at, dan 
T~rmohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan 
arbitrase yang diatur pada Undang-undang No. 30 Tahun 
1999; 

Bahwa berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, 
Pemohon telah meminta Termohon agar melaksana
kannya secara sukarela, karena putusan BANI terse_but 
telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, tetapi Ter
hlohon tidak pernah menanggapinya dan tidak pernah 
beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hut<?n9:
riya· tersebut kepada Pemohon; 

8ahwa Pemohon telah menegur (Sommeren) Termohon 
untuk membayar hqtang tersebut kepada Pemohon, 
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tetapi Termohon tidak melaksanakannya, sehingga 
Pemohon mengajukan permohonan Kepailitan ini; 

Bahwa dengan ada.nya putusan Bad an· Arbitrase Nasional · 
Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti 
tersebut; maka seketika itu juga hutang Termohon 
terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat 
ditagih oleh Pemohon; 

Bahwa Termohon juga mempunyai hutang-hutang kepada 
pihak-pihak lainnya sebagai berikut: 

1. Hutang terhadap PT KOPRA ANT-ARBUANA, alamat 
Wisma Sentosa Lt. 2, Jalan Sultan Iskandar Muda 
Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240; 

. 2, Hutang terhadap PT INTI ERA CIPTA, alamat Jalan 
Angkasa No. 20 E-H Jakarta 1061 0; 

3. dan seterusnya hingga No. 7. Hutang terhadap pihak
pihak lainnya seperti terurai dalam permohonan 
Pemohon; 

Bahwa, dalam rangka rriemenuhi ketentuan Pasal 13 ( 1) 
Undang-undang ~o. 4. Tahun 1998, maka Pemohon 
mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara 

·. ·. · Ab9ullah Makarim, SH.,. · dari Kantor Hukum NASRUN, 
KALIANDA & DARTON, sebagai Kurator Termohon dalam 
Kepailitan ini; 

Berdasarkan dalil-daiil sebagaimana- diuraikan diatas, maka -
Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan: 

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemo
hon; 

2. Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemo
hon; 

3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon 
telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah 
dibayar oleh Termohon; 
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4. Menyatakan bahwa T ermohon mempunyai kreditur 
lainnya seperti didalilkan dalam posita Pemohon diatas; 

5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit; 

6. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk me
ngawasi pengurusan dan pemberesan harta (Boedel) 
Termohon; 

7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat 
Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor Hukum 
NASRUN, KALIANDA & DARTON alamat Wisma Anam 
jalan Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 103-50, sebagai 
Kurator dalam Kepailitan ini; 

' 
8. Membebankan biaya perkara yang timbul- di Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat. ~~pada harta Pailit; .· 

a tau 

E~ Aequo Et Bono 

Bahwa terhadap permohonan Pailit tersebut Pengadilan 
Niaga Jakarta Pusat telah m~ngambil putusan, yaitu putusan 
tanggal 3 Januari 200.1 No.80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/ 
JKT.PST yang amarriya berbunyi sebagai berikut: 

Menola~ permohonan P~il_it dari Pemoh~m; 

Menghukum Pemohon _untuk mernbayar biaya permo
henan ini sebesar Rp. s..=ooo.ooo,- (lima juta rupiah); 

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 
tersebut diucapkan dalarn _sidang yang terbuka untuk urnurn 
dan dengan dihadiri oleh para pihak pada tang.9al 3 Januari 
2001, kemudian terhadapnya oleh Pernohon Pailit dengan 
perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus 
tanggal 1 0 Nopernber 2000 diajukan permohonan kasasi 
secara lisan pad a tanggal 1 0 Januari 2001, sebagaimana 
ternyata dari akte perrnohonim kasasi No.001 /KAS/PAILIT/ 
2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo .. No. 80/PAILIT/2000/PN.NIAGA. 
JKT.PST yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Niaga Jakarta 

·~· Pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi 
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yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada h·ari itu juga; 

bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit/Termohon Kasasi 
yang pada tanggal 11 Januari 2001 telah disampaikan salinan 
permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon 
Pailit/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang 
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 
tanggal 17 Januari 2001; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo berserta 
alasan-alasannya telah_ diberitahukan kepada pihak lawan 
dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 
cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh 
karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; 

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan 
oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ter.sebut pada 
pokoknya ialah: 

I. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat telah salah menerapkan huk.um yang 
berlaku atau setidaknya !alai memenuhi syarat-syarat 
yang diwajibkan oleh Undang-undang No .. 4 Tahun 1998 
jo. Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahuri· 1985, 
khususnya tidal<:mehera.pk.an Pasal 1 ayat ( 1) dan Pasal 6 
ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1-998, karena 
disamping kurang cukup mempertimbangkan permohonan 
kepailitan a quo (onvoldoende gemotiveerd), juga 
bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 14 
Tahun 1970. Sebab, tidak menyelenggarakan penegakan 
hukum Kepailitan dan sama sekali tidak mencerminkan 
keadilan, sebagai berikut: 

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ka
sasi sekarang ini adalah suatu permohonan Kepailitan 
yang pembuktiannya wajib diperiksa dan dipertim
bangkan. apakah permohonan Kepailitan a quo 
memenuhi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) 
Undang-undang No. 4 Tahun 1998; 
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Bahwa didalam sidang, telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bahwa T errriohon Kasasi sekarang ini 
mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi yang 
sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon 
Kasasi yaitu berdasarkan putusan majelis arbiter 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 5/X-
09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999, dan 
bahkan Termohon Kasasi mengakui hutangnya ter
sebut, dan juga pengakuan adanya hutang kepada 
kreditur lainnya, akan tetapi tidak pernah dibayarkan 
kepada Pemohon Kasasi (Vide tanggapan Termohon 
halaman 7 butir 1 . 7); 

Bahwa didalam sidang telah terbukti s,ecara sah dan 
meyakinkim bahwa Terfnohon K?-sasi mempunyai 
hutang kepada . PT KOPRA ANT ARBUANA 
Rp. 769.667.232,- (tujuh ratus en am puluh. sembilan 
juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga 
puluh · dua rupiah), hutang mana telah jatuh tempo 
dan da·pat ditagih oleh PT KOPRA ANTARBUANA 
(Vide berita acara sidang ta~ggal 18 Desember 
2000); .. 

Bahwa fakta dan keadaan yang terbukti di Pengadilan 
Niaga Jakrata dalam permohonan Kepailitan a quo 
secara sederhana telah memenuhi persyaratan bahwa 
Termohon Kasasi patut dan adil untuk c:!inyatakan 
Pailit; · 

II. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak 
dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 4 
yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mendaf
tarkan putusan arbitrase BANI No. 5/X-09/ARB/BANI/99 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusa(, karena menurut Pasal 
59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana 
juga disitir oleh Majelis Hakim Niaga, penyerahan dan 
pendaftaran putusan wajib dilaksanakan oleh arbiter yang 
memutus sengketa atau kuasanya, jadi bersifat imperatif, 
dimana dalam hal ini BANI s~ndiri yang mengajukan 
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pendaftaran. Sehingga terbukti pertimbangan Majelis 
Hakim Niaga tela I:! salah rnenerapkan hukuml . bahkC!n 
menyesatk9n dan sangat merugikan kedudukan Pemohon 
Kasasi yang beritikad baikl karena Pemohon Kasasi tidak 
pernah menyerahkan dan mendaftarkan putusan BANI 
aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 

Ill. · Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 
Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 6 telah secara 
gamblang dan nyata (kalimat pertimbangan hukum: 
" •••••• • 1 putusan tersebut dapat dilaksanakan { dieksekusi} 
berdasarkan perin.tah Ketua Pengadilan Negeri ..... ")I 
sebagaimana juga tertuang di dalam Pasal 61 Undang
undang Nno. -30 Tahun 19991 membuktikan bahwa 
permohonan pengajukan pelaksanaan putusan (eksekusi) 
~rbitrase adalah bersifat fak_ult9tjf (optional/pilihan) I dan · 

·sam a sekali tidak bersifat imper·a·tif; 

Kalimat "------ atas pertnohonan salah satu pihak yang 
bersengketa" pada Pasal 61 Undang-undang No. 30 
Tahun 19991 menurut huku!J1 adalah perbuatan yang 
tidak wajib dilaksanakan oleh para pihak yang 
bersengketa sebab bersifat fakultatif. Oleh karen a itul 
permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi tidak bertentangan · df;mgan jiwa dari Undang- · _.. 
undang No. 4 Tahun 1998 dan jurisprudensi tetap 
Mahk.amah Agung Rl tentang Kepailitan. Pemohon Kasasi 
dijamin oleh Undang-undang untuk mengajukan Ke
pailitan berdasarkan putusan arbitrasel dimana Pemohon 
Kasasi dalam permohonan kepailitan a quo mempunyai 
k-edudukan yang sama dengan Kreditur Preference 
(kreditur yang diistimewakan) ber.dasarkan Pasal 58 ayat 
(2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 juncto Pasal 1134 
KUHPerdata, asal saja wajib memenuhi Pasal 1 ayat ( 1) 
dan Pasal 6 ay~t (3) Undang-undar:~g .No. 4_ Tahun 1998; 

Oengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga 
Jakarta telah salah menerapkan Hukum. 
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IV. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Niaga 
Jakarta pada halaman 11 paragraf 7 dan 8 telah salah 
menerapkan hukum, karena permohonan eksekusi dalam 
suatu putusan arbitrase tidak harus dilakukan oleh para 
pihak yang bersengketa, in casu Pemohon Kasasi tidak 
wajib, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan 
(eksekusi) putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, sebab Pasal 61 Undang-undang No. 30- Tahun 
1999 bersifat fakultatif. Yang pasti menurut hukum, dan 
sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa 
putusan arbitrase dalam permohonan kepailitan a quo 
merupakan bukti yang sah bahwa Termohon Kasasi 
adalah .Debitur ya·ng berhutang terhadap Pemohon Kasasi, 
hu_tang mana sud<3:h jatuh tempo dan sudah 'dapat ditagih; 

V. Bahwa analog dengari putusan Mahkamah Agung Rl No . 
. 42 K/N/1999, Hakim Pengadilan Niaga tidak berwenang 
untuk menilai kapasitas ataupun ril_enentukan tindakan 
Pemohon Kasasi, apakah akan mengajukan permohonan 
Kepailitan ataukah permohonan pelaksanaan putusan 
(eksekusi) atas suatu putusan arbitrase yang telah 
mempunyai kekl!atan hukum tetap; 

Menimbang: 

Mengehai keberatan kasasi ad. I, ad.ll, ad.lll, ad.IV dan ad. v:--. --

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, 
karena Pengadilan Niaga tidak salal=l_ ·menerapka_l!_ hukum, 
lagipldla: 

bahwa suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi 
kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk; 

bahwa pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 
menyatakan Pengadilan Negeri tidak · berwenang untuk 
mengadili sengketa· para pihak yang telah terikat dalam 
perjanjian arbitrase; 

bahwa demikian pula Pengadilan Niaga juga tidak 
berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase, 
karena Pengadilan Niaga adalah merupakan bagian dari 
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Pengadilan Negeri, sebagaimana _diatur dalam pasal 280 
Undang-undang Kepailitan (sebagaimana telah diubah 
dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan 
menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998); 

bahwa dengan demikian semua perjanjian dengan 
klausula arbitrase harus diselesaikan melalui badan 
arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh 
dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan sesuai 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 
Tahun 1999; . -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatas, lagipula ·dari sebab tidak ternyata bahwa putusan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 
perkara _ini bertentangan dengan hukum d~n!atau Undang
undang; · maka permohonan kasasi yang-· 'diajukan oleh 
Pemohon Kasasi: PT TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini 
oleh kuasanya: RICO AKBAR, S.H. haruslah ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari 
· Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohonan Kasasi harus 
dihukum untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam 
tingkat kasasi; 

Me~pe.rh~itikan pasal-pasal dari Undang-Lindang No. 14 
Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Per
aturan Pemerintah· Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 
1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan 
Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain 
yang bersangkut9n; 

MENGADILI 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT 
TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya : RICO 

· AKBAR, S.H. tersebut; 

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya 
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah); 
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 
Mahkamah Agung pada hari: SB\JIN, tanggal 19 FEBRUARI 
2001 dengan H. SOEHARTO, S.H., Ketua Muda Mahkamah 
Agung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung 
sebagai Ketua Sidang, IDA BAGUS WIDJA, S.H. dan 
SOEKIRNO, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 
juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh IDA 
BAGUS WIDJA, S.H. dan SOEKIRNO, S.H. Hakim-Hakim 
Anggota, serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti 
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. 

Hakim-Hakim Anggota 

ttd. 

IDA BAGUS WIDJA, SH. 

ttd. 

SOEKIRNO, SH. 

Biaya-biaya: 

Ketua 

ttd. 

H. SOEHARTO, SH. 

Panitera Pengganti 

ttd. 

BINSAR P. PAi<PAHAN 

1. 1\Jleterai ------------------ Rp. 6.000,~ 
2. Redaksi ______________ .._ ___ Rp. 1 .000,-

3. Administrasi Kasasi- Rp. 1.993.000,
J u m I a h ------ Rp. 2.000.000,-
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Untuk Sali_nan. 
Mahkamah j\gung ~ Rl 

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal 
Direktur Perdata Niaga 

I GDE KETUT SUKARATA, SH. 
NIP : 040012856 
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DEMI; KEADI[.AN BERDASARKAN '·.· 
kel"uA:ArtlAI\I}~YANG .MJXHA' EsA·;,' 

' ... ,: ~- : .. -. ·' '- . .: :: ·:_;:)~~_::. :>i -~.:~;;{:~·- :~ ~~-: .. :: ;· ::;. ~,- : ··_>. __ :._~ :~:-.,; ·. 

:·· .. ~d i.$l?',~: . . c; 

Memeri~sa perkara . niaga dalam , peninjauankembali telah 
rftengambil putusan sgbagal':rb~rii<Jfdalam -perkara kep'aiiitan 

.daH: · ··::~r:!'):,:·:··. '· ····,i:.-'·;·_ 
. ,,. ··--: -c;[_'t:>"'-- ;-:.:_· ... ,._., 

PT. IJ"IARA MARGA .. l:fiAKINDq {dahtJiu. · PT. 
TRAKINDO UTAMA}, berkedudukan di _ Jalan,. Raya 

.->l(l(o· cilandak;·: Jakartg 1 ~-: f2560,' 1dalari1 ·ii~-, ini 
· rh'embeti - r<uasa kepad1·: -·:·:·· RICco · AKBAF(r.; sH~. 

: : ~, ··._' . . ., .l""".f':·!"!<"\·:,._I,:'Jf: ·.'. \'•-:~'•.•\ ·-_~f.tl_f .: . '-.:":_.f'l'~t ' 

Advokat · dan Penqse,H.ar -H~ikurrC ):Jeralamat Jalan 
. Srnabuhg. v ·N·8. ·gj Keb~~or:ah a~}0;i~Ja~~lt'~Csef~tan 

· -·• 12120, berda·sa'rkari. ~~t~t_~~~as_~':k~Li$1gs~1\~69rJ~Y26 
. Mcm;~t 2b'o1~:~·~ §~'!~;a,a'ifl':JJSehii5W8rr' rs·eHiilj~·u-a~ke'liibali 

·· .. :.:{t~,l;lulu Remoh,qn,K~~:~·$,ifE'embhon P&ilit~ni;· · ;' .· ... _,,, 

j:.i·>' 

.. , · .n· Ei:f'i.~'W a:;H:~k~::·::; ~ .:\.,:.,r~r.?:i! _,~., ,;,! 
. ,_- .· -· · ,_ · ·- · ·· ··-- ~--::--. · .. · 1 • -~- ·f: ~\~. i:.~·i:~·r.t~:~-. .\::·o=;r: · -. ·· · 
~£\''JIOJ1~,,r:'~AHt'p:, .. ;:-;:JAYA~:,,;;I~Jt.S.~NA.JIQNAL, 
berkedudul<.an. dL Jai.EU1. :Jenq~ral.c S.udtrman, Kav,-. 86 . 
Karet Teng~ln, Ja-karta ·Pusat, daiam ·hal in'i ·~~mberi 

'kba~-~-·k·epaH~'-:' Pui#'!Joko·~. iibl:NIAiS!T.R.f~: $';'B'~ dan 
•:: TON-' SARfO'NO, ~· S.H::r >Aavokat/PJil'g'~cat.~<-· dari 

••• ; :., .... J 

Kantor Advokat/Pengacara Purwoko J. Soemalltri & 
Rekan,. beralarn~~'jJk:JEJI~_~,·1Q~r'iau Gelil"}ggang Blok C-
111 No. 59 Pejornpongan, Jakarta, PU$qt, _ber,dpsa,rkcu~ 
surat kuasa khusus tanggal 18 ;Apiil '200'11.,'·-'sMiaga~ 
T ermohon. usHeninjaUankembali ''._,dah~;JI.Lr: ;:; T·errnqhon 
Kasasi/Termohon Pailit; .. · .,,. 

: ,~,~,.u ~-·:_:·; J ;,~··t(.t~~i_!;);:~i 
Mah,~~:mfh ~9Y~'~.!~~{§~~HVrrt;1Jrri:·· < ·· 

,,~. -.~~~.¥emr~c~~P~--~~f.~F~S4~-~!:~Y,8 '1~-~R;~f.~·~:·r'~kut;~~qi: .. ,~-~ ·i l 
''.-.~."•t:~'·' ,Lj~}.i__.-•;.,., •'-.~,;~ '~·.,<c''•!:·.c <""''•"•'' -•• ':• • ,,f u .. ,,; 



;.;::\; :_:;;,·0/~)·i-·~;,~:~~§:{::~-~ :.~·!·\:~ ' . ;:~·-:··.,. .- '· . . . . -·} -. '.~;:... .. ! .. ·.··.·•· ... •· .... ::.'_ •. :.~.-'-.: .•.. ·;_~_:.-.·.,~·· .. ·.::·.·.· .. _.:.·,·.. .·::.--:; .:.~;·;->.<~{~~:;:_-~--;~·-:: ·_: :.\::' _ ... : ' 
-~}:;;.:~:i;e%:~6;XS?~:_~:·:.-::_:::--r~:-:.f~ -~- .. -.. ;· - -- .. ·_.-,·--~:· .... ·, .. _ . 1; , .... - -· • :~-~ ·:c·~·~:- :· - -..:~: .. :1_-·:_~~it't::J ;~:- 'L;:::::\:;:.;.{t~_;\.--· .: · 

I x·.:·.Nl!.~ii·fhtbari9> bahw~h p.arJ ·' swat"'surat t~t·s~-tj~t ternyata ··••· 
····,.:-_'\;·:··. 

-.-., 

. ,·· 

... ··.·· .. se_l:}§g'?i::tJ:J~rrnoh9? • Ka~a$i/Terrnphon . Pailif:·· dengan p()§lta 
: <P:;~r:~·~y~;-~~;~-a~.ai berikut: . ·· .· · · ·' 

1 

. ;; ;~,ah,Y'{a. (i.ntara . Pernohq!) · d~m , T-~;rnohpfl • pernah. ~erjadi 
hubungan . hukum . keperdataan, yaitu . dengan~ . ditand.a~. 
tahg13ninya · .· ... ·Perjanjian .. Pernborqngim .··· · Kerja ·No·. 
11tfts'$~/HSJI/MS/Xf/96; ·\. . '. . :-:>:: '.· .· .. '··~ · 

, ... \ .. ,.,~~·~,;~· .•.•. ~~fha~C1.P·· .. ·P~r)a~ii.~n,.-.·t..~.~~e't~·ut, 1t~,~~'y~t~·.' .• l-ermohon 
~-r~per,~9MD9 kt=w.l39~ Pe'"f)ohon,· ~~cen~ !~rmpf)pn tidak 
· · ··metr;l!?-Civa(~;prestasi. , r?e~~rj.aaf1 ... van~t 'etah: . q,ilal<sanakan 

···1·~'rttiiiil~~~~~;!~~tlir~f:~i~r:~:::: 
:l<$W.~jipannya t~rsequt ~H.a.t,a.s,,.· ,r;t;taka.·Pemohon mengaju--

~: .,· :--~··;·,:' . .'· .. : __ .· ..• ·. ·,''i.e',,.,. ···': •·. ' ~it ·!f,'·-'<·-··:· .... · ;· __ : .. _ 
0 

--~·'(. ··.-: •• , 

l<aQ.c.;penyelesatah sengketanya kepa.cJC1. tnajehs .arbtter 

· ·~~Y~ir!i=~:~r~~~:i~2::i~t:~:J.~~~-=5·::: 
09/ARB/BANl/9H .. tanggab ·.1 9. ·Q.ktober_;;:; 1999·, .. sebagai 
. · .·.:'::::~,~::.3:.:. ~~·-'·:.- .. ·· .. :·,.·( · ·-.. i:·--,_ "f.··~-~-·i;_, , ..... "~-· ,.,__ ~,_ .. ':.--!'·~-- ·r_,·tJ,,,.,.< ,. 

i.· :· •• ~eri,f,~hf· ~~ . ",. ,c iLl<': .. ·. · 

; ,• ··:· 

• < :.:-

· ;\'idvl{my~,irrl:'plngk~ih Eksepsi-Te·rrnonon;:..:,. '. 
. ··'· ... 

2. DALAM POKOKPERKARA''?;",'·> . ,. ' . -
·.· ·.~;-~ ,_.,.·_~<··.·: '.''"'''}' '· .. ···:· ::-·,.\. .. ~-·· /":·~·:•. ··:···~·~··f1._/i. 
···ty'lengabulkan permoho'ri~'fi'P~mohoN~"~ebagia·n:; .. ~ '/1 

'. · ..... ( .. ~ .·,-.1··-·· ">·:· ._.,,. ,..:_ !'"·:·, ,,. i'··:~·-,,._.,_-.:.~; -,~'--··· ! ... ""'f''"<""''.,-_ •. _._·. __ · ~ 

Menyatakan _:.rfe'rm6ncin· '''tei~W ·,;mefakuka'n· ··· in'gkar 
janji/wanprestasi; 

;-;:··:' •. ,"'j 



Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No. 
· 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 

batal demi hukum; 

Menghukum dan :memerintahkan Termohon kepada 
Pemohon untukh membayar kewajiban sebagai 
berikut: · · 

a. Jumlah tuntutan Pemohon --- Rp. 738.849.592,-

b. Biaya Arbiter yang telah 

Ditutup oleh Pemohon -------- Rp. · 9.236.000,

Rp: l48.0.85.q~2,-
. . . . . . 

(Tujuh ratus em pat puluh del_~pan jut a. delapan 
puluh lima ribu . lima ratus · s~;~,~\Ja~. p~lu.h .. dua 
rupiah) dalam waktu· selambat~lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah putusan ini 'diucapkan.: Apabila 
Termohon tidak. memenuhi kewajibannYa dalam 
jangka · waktu ·yang sudah ditentukan:,tersebut, 

.. maka Termo,hpn .9.~ke;qJak9J1 .... cJKn9a ,1.o/q,,P,er~ulan 
.· . . ; v ' I \ .. 'J ~ .. !':11 • '',J • I-,:·''·'' I .•.•. 

secara proporsiqp~);:~iJIP :P\Sq! ucfn~-,¥i~p,~, 1Wrlambat 
dibayarkan; · 

• ', ''• ! ; f· ;•'': ; •·, 0 ' ' : -~ '·;· " ' ~ 0 I • I f." 

Menyatakan pu.tus'~[l · ;A.r~itrase . 1n1 . merupakan 
putusan tingkat peitarila: 'dan ··terakhir dan mengikat 
kedua belah pihak; 

r:·.- l:;;-:-.·.~<4 ! ~ ;.. :: ... ~.~:···~h'i i;::. { ::v·.-·( 1 : .•• • •• 

··f91e.~.~~~kum Pemohon da,~~: · !1W?PP8f\;hr•ttptuk 
<L; .. i , ... me'~;~~x~~r! H1~Y~};~,f!1.i~ist~~.~ii;g~,rn~,~~~ra~,n··R~fKWfl ini 

.. ><: . r:nasl,r:',~~masmR:~~~pefR:ua: : <: , :: '! ~''!",; ··:;s!u:xu, 
Bahwa· putusaniBANI •t13rniaksi.id dFatas fe~anHdrulaif:~arkan 
(deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta:iPusat:;>ldan 
Termohon tidak pernah men.gajhl~an,.p.ermt?,<t.t>p11t~PGRHJ:l!san 
arbitrase yang diatur pad a V,qpan,g~ynd,an~ )~?:: 8,q T~.~~n, 
'1999; . . . 

, ::::: ~ ;' ·<., :.... ·i :::·; i. ·~E-~ V1 (: ;:~ . : .:() :: .. ~r ~ t=;Ci 

- Bahwa berdasarkan putusan .. ~rbitras.e. BANI: ,ter~ebut,, 
.. : . .·. . .. ·,' : . . i ;~-. ! :: j • ·; : ' : : l ' f ' \ . . . . . . ; . : ' . ' 

' .. _ Perriohon telah meminta Termohon agar: ... melgjs$~na-
kannya secara sukarela, karena putusan BANI te'rs~but 
telah berkekuatan hukum tetap dan· pasti, tetapi 
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Tennohon tidak pernah menanggapinya dan ticfak pernah 
, bedtik.ad baik untuk melaksanakan pembayaran 
hutangnya tersebut kepada Pemohon; 

. Bahwa Pemohon telah menegur, (Sommeren) Termohon 
. Llntuk membayar hutang tersebut kepada Pemohon, tetapi 
Termohon tetap tidak melaksanakannya, sehingga 
Pemohon mengajukan permohonan Kepailitan ini; 

i3ahwa dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti 
tersebut, maka seketika: ity. juga hutang Termohon 

· terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat 
ditagih oleh Pemohon; 

Bahwa Termohon juga mempunyai hutang-hutang kepada 
pihak-pihak 'lainnya sebag-ai berikut : 

. 1. Hutang terhadap PT KOPRA ANT ARBUANA, alamat 
Wisma Sentosa Lt. 2, Jalan Sultan .Iskandar Muda 
Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 1 2240; 

2. Hutang terhadap PT INTI ERA CIPTA, alamat Jalan 
Angkasa No. 20 E-H Jakarta 1061 0; 

... 

3. dan seterusnya hingga No. 7. Hutang terhadap pihak-
pihak lainnya seperti yang terurai dalam permohonan 
Pemohon; 

Bahwa, dalam rangka memenuhi k~t~ntuan Pas a I 13 ( 1) 
Undang-undang No~ 4 Tahun ·1998, maka Pemohon 
mohon sudilah kiranya ·- berkenail mengangkat Saudara 
Abdullah Makarim, SH./-itlari Kantor Hukum NASRUN, 
KALIANDA & DARTgf'j~ pebagai Kurator Termohon dalam 
Kepailitan ini; ·-'i:' ;.' 

Berdasarkan dalil-d~lil sebagaimaria diuraikan diatas, 
maka Pemohon mohon kepada · PengadHan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan: 

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan 
·•Pemohon; '''' ' 

. ~ ... ' : :· ! : : ~:- . . : . : . 

276 4 HifT!pUQFJfJ..,PUtl.!san-putusan Mahkamah Agung: Kepailitan (9) 
·. • \,I ~~. '.~ .. '· • ,1\ .. • . . • • ; 



2. Menyatakan bahwa Terrrwhqn berhutang kepada 
Pemohon; 

3. Memyatakan bahwa hutang Termohon kepc;~dC;l P,ema,hon 
·telah j_atLih tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah 
diba\/at, oleh Termohon; 

. . •! . .• 

4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai kre·ditur 
!ainnya seperti didalilkan dalam posita Pemohon diatas; 

5. Menyatakan Termohon· dalam keadaan Pailit; 

6. Menunjuk dan menetapkan Hakim · Pengawas untuk 
mengawasi pengurusan dan pemberesan harta (Boedel) 
Termohoni 

7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat 
Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor • Hukum 
NASRUN, K,l\LIANDA &: DARTON alamat Wisma Anam 
.Jalan Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebi~rgai 
Kurator dalam Kepailitan ini; 

, ..... 

8> Membebankan semua · biaya perkara yang timbul di 
PengadiLan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

.. kepada harta Pailit; 

at a ·u 

:·.: . . ;·., 
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah . Agung 

Republik Indonesia tanggal 19 Februari. 2001 No. 05 
K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut 
adalah sebagai berikut : · ' · · · · · ·· · · · 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT 
TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya : .RICCO 

i ·. :· . .· ... 

AKBAR, S.H., tersebut; .. , . . , 

, . Menghukum Pernohon Kasasi untuk membayar biaya 
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua 
jut a rupiah); 

Meninibang, bahwa sesudah putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap tersebut in · casu putusan 

· Putusan Nomor 10 PK/N/200 1 P 21-J 



Mahkamah . Agung tanggal · 19 Ft?bruari 2001 . No.: 05 
K/N/2001 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi .dahulu 
Pemoho.p Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkcm 
~ur~f·'!')kuciis::r khus"Gs·'' tanggal · 26 Maret 2001 diajukan 
permrihorian Peninjau'ahkembali''secara tertulis dl Kepaniteraan 
Pengadilan Niaga pad a Pengadilan · Negeri Jakarta 'Pus at 
tersebut pada · tanggal 17. April 2001 permohonan mana 
disertai · dengan memori y~ng memuat alasan-alasan 
permohonannya yang diterma di Kepaniteraan Pengadilan 
Niaga pada Pengadil'a·n Negeri' Jakarta Pusat tersebut pada 
tanggal 17 April 2001 (hari .itu j~-tga); 

Menimbang, bah'wa tentang permohonan 
peninjauankembali tersebut telah diberitahukan ·kepada pihak 
:lawan dengan :seksama pada tanggal 18 April 2001, 
· kemudian terhadapnya oleli" pihak law an · telah diafukan 
jawabar.t yang diterima :di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pad a 
Peng.adilah Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2001; 

Menimbang, bahwa oleh kar~na itu sestiaf dengan Pasal 
286, 287 ,·., 288 Undang-undang No. : 1 liahun · '1998, 
permohonan. peninjauankembali a quo beserta · alasan
alasannya yang diajukan dalam tenggang vvaktu dar;t.tdengan 
cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena 
itu formil dapat diterima; 

Me~imbang, bahw~ . P~m~hcm Peninjauankembali telah 
mengajukan -alasan-'alasan peninjauankerilbali ·. yang'· pada 
pokoknya sebagai berikut : ,:,:;;;: 

1:- Bahwa, antara Pemoh~:)ii' . -,=>eninjauankembC!Ii .. , dengan 
Termohon Peninjauankembali sudah tidak ada. sengketa 
(non ipso jure· compensatur):. - .. 

Oleh karena itu, pertimban:g~n hukum Mahkamah Agung 
tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan 
Arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan pasti, yang kemudian · dijadikan dasar alasan tidak 
berwenangnya Hakim Pengadilan Niaga · · rhengadili 
permohonan a quo, 9dalah tidak relevan dengan 

. . . !);:~~~(.. . . ' ' .. 

cp=,.1 • 
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permohorian kepaifl{an a quo, dan merupakan kesalahan 
b~tat:-dalam penerapan hukum. -,~ . 

. : . ·:.:· f I ~ : .: r~ . 
Karena sebaliknya justru sikap Termohon reninjauan
kembali yang tidak. membayar .· sejumlah uang''y'ang telah 
ditetapkan dalam putusan 'Arbi'l:rase.i':.;.B':lANF :'No.: · 5/X-
09./AR.B/, BANI/99 ~anggal·. ·19 OktG~fil 1.9.99 adalah 
merupakan dasar . permohonc:m ·~~:paillt :-->iL·:~emohon 

. Peninjauankembali yang tidak bettermtanga'{'hf:. dengan 
sur:nber hukum kepailitan yang berl·ak~; ,idJr"·'lndonesia . 
. Bahkan, Pemo.hon Peninjauankembali · tidak · ,,,pernah 
mengajukan pelaksanaan putusan Arbitrase . terse but, 
sehingga , permohonan kepailitan Pemohon Peninjauan
kembali adalah sah menuru.t hukum dan bersih untuk 

· merlg~jd'kan·:'permohonan_·_ kepailita·n a· quo menu.rut Pas a I 
280 ... a~at (1) dan (2) ; · · · 

Walaupun. berkelebihan, perlu pu_la Pemohon Peninjauan
kembali tambahkan disini,, bahwa selain klausula arbitrase 
tidak ada kaitannya dengan permohonan kepailitan. a quo, 
kiranya Hukum Acara Perdata yang. mengatur 
pelaksanaan putusan (eksekusi), apakah itu merupakan 
pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri ataupun suatu 

· putlisan ·· Arbitrase ad hoc/bad an·· arbitrase, telah 
memberikan . kebebasan kepa~a ·para · ·pihak untuk 
mempergunakan haknya. · tersebut, apakah akan 

.. ·. ., •.. ... .· .... ,1 
mengajukan pelaksanaan putusarf · (eksekus;r · tersebut 
ataukah tidak. Sehingga hak 'permd~ci·i%i)'• atas 
pelaksanaan putusan (eksekusi) · bersif~fi:<!t~kultatif 
(optional/pilihan}. Artinya tidak harus dilaksan~kitn oleh 
para pihak .(Vide memori kasasi juncto Pasal 61 Undang-

. undang No. 30 Tahun 1999); · · · 

Dengan demikian, dalil pertimbangan hukum Mahkamah 
Agung tingkat Kasasi yang rnenyatakan ahtara lain 

. . . ; .. '/.i I 

Dikutip: 

Y: "bahwa dengan deniikian semlia · perjanjian dengan 
klaus'ula arbitrase harus diselesaikan . melalui badan 

• arbitrase ·dengan segala prosedlir yang ·liarus · di1:empuh 
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.. cjalam . penyelesaian., perkara yaog be.rs~ngkutan s.esuai 
· ketentuari yang diatur pal am Undqng-undang. No. 30 
Tahun 1999" · · . · .. · . · · . . 

· haruslah ditolak, .karena .· ro.erup.aka·n ,. kesalaha~ · be rat 
... . dalam pe.nerapa'rJ huku~. , . · · · •• · · · · · 

2. Bahwa1 Pemohon PeninjaUarikembali mohon perhatian 
· -Majelis Hakim AgUng Peninjauarikembali, agar· sudilah 

kiranya kembali kepada sumber hukum yang· mengatur 
'· tentang kepailitan khususnya tentang Pas a I 280' ayat ( 1 ) 

dan a'yat· (2) \fa rig memberikan wewenang khusus kepada 
Pengadilan<· · Niaga di Indonesia untuk memeriksa 
permohonan Kepailitan; 

Walaupun perjanjian Arbitra~·e merupakan perjanjian .yang 
memberikan' ;.' ke~enangan . ab.solut .berdasarkan . asas 
kebebasan berkontrak, akan tetapi tentunya kedudukan 

···• Jii.Jkumnya: berbed:a· · d~n ·.tidak'<dapat · mengesam'pingkan 
J • Pengadilan ·• Niagc:i ':(uri\Naivi'rtg~ · becau:se it 'Is· extra 

·" · . ordinary);: karen·a·ipJi;_gadi.l'ah· "Niaga seC'cira lex specialis 
· . ":lmempunyai 'kew~i1'a.ng6n knu¥us u·ntuk mengadili · suatu 

. ··.· _· ;:·per.~b~-o_~an·:~~e~ili~~~/'-;:·~-}; .. ·,:,:.. . , • ,,_ ·. ·. • · · ·. ; .. 

. !>,!·) pafam pi;)<;!~. itu,,ben::l;a:s.a,rkan cjalil .ini; .fT:la.ka 'analpg dengan 
__ ., i •· 1Yuri.$_pruqensi._. t~tap: .M~.hkam~~h:.Ag~ng Rep_ublik.i Indonesia 
, , r:, /.,putt:J:S,~J! .P.eriinJ~.IJ~:f.lkembal.j, .Mcthkamah. AgUJ;lf)!•R:<lJ.No. 20 
·;· !(H PJ</N/;l~Q,$.,-tFapggaJ:?.JS.\Pktpber 1.99.9, y~mg · antara lain 
'~'; _:' m~r;n~~r.l~a-f!l;,3(~epqJ$;liiii311 . h.ukum tentang berwenangnya 
; , 1 :;J!R~pgad1lan~.:-Niaga _.sehubungim dengan ad.anya klal1sula 

ArbirtrAe~iic.·· : .· .. 

_. , Bahw~' ~utusan Mahkamah Agung. tingkat Kasasi No. 
05/K/N/2001 dalam permohonan kepailitan ·'a quo 

i:;!r,;haruslah dihatal,kan. Sebab, walaup~n Pasal 3 Undang
undimg NO. 30. Tahun · 19.99 tentang Alternatif 
Penyelesaian Serigketa dan Arbitrase telah menggariskan 
bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 

· .r.'('' m.engadili sengketa para pihak :yang telah terik.at dalam 
i'•' i ,: p,erjanjian arbitrase,, namun .oleh karena •oleh · Pengadilan 
< · 'J-'Niaga adala.h .·. pengadilan . khusus yang tidak dapat 
' ' . ._· . . . 
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. dikesampingkan dengan suatu· klausula arbitrase,' maka 
:, adalah tepat · bagi .· Majelis Hakim· :Agung . tingkat 
. Peninjauankerpbali ·· .. -se~arang 1n1 dalam · permohonan 

Peninjauankembali a quo membatalkan putusan Mah.,. 
. kamah. ,l\gung tingkat Kasasi No .. 05/K/N/2001 juncto 
putusan· Pengadilan Niaga Jakarta No .. 80/PAILIT/2000/ 
PN.NIAGA/ JKT.PST. . . . . . .. · 

. ' . ' . . . .. 

3. Bahwa putusan . BANI a quo adalah merupakan syarat 
formil bagi Pemohon Peninjauankembali/Pernohon .Kasasi/ 
Pemohon Pailit untuk rnengajukan perniohoran kepailitan 

· terhadap Termohon Penir~jauankembali/Termohon Kasasi/ 
Termohon,Pailit; ·.· . _, . .,,. · · ·. · . 

4. Bcitiwa, didalam sidang. tingkat 'pert9ma di Pengadilan 
· · Niaga Jakarta dan di tingkat · ka~asi 'telah terbukti secara. 
· sah dan meyakinkan . ad<;ihy~ ·. h~t~mg ... _.Ter~ohon' 

·· PeninJauankembali/TE:lrmohon' :j!(asasi/T~rrn.ohon. .Pailit 
kep~da Pemohon Peninjauankemb.aliiPernohon ·· K:a'~asi/ 
Pemohon Pailit yang sudah jatuh t~-mpo da·n dapat 
ditagih, sehingga . telan· merneriuhr unsur-unsur Pas a I 1 

. • ayat. ( l) cla~pas~ll E3 aya~ (3) Undang:-:undang No. f1-.Jphun 
199$-jo.,R9saC3o Un~ang-yn<:Jqng No. 14Tahun 1 ~~1?,;,.,. ,: 

5. Bahwa, didalam sidang Pengadilan NFaga pada Peng.adil~-ni 
. Negeri Jakarta Pus at jelas tel~h terbukti secara ~ap., dan 
meyakinkan adanva hutang Termohon Peninjauankernbali/. 
Termohon · Ka.sasi/Termohon Pailit kepada PT. KOPRA 
ANT AFf BUANA. sebagai Kre.ditur lainnya yang_. -?~,<;!,~,h; 
jatuh tempo dan dapat ditagih pula; 

··:.:.~~---

Menimbang, . ba.hwa .selanjutnya Mahkamah , Agung, 
mem1pertimbangkah' . ~IC;lSafl;-«:'lasan ·. P~_ninJauar1kem.ba·li'_ .. _· Pi;Jf] 
Per;lOhOr:l sebagai bet~,kut.: ·:·.:,· ;~:·i' .,:. 

mengenai keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 5 : 

Bahwa keberatan-keberat~~ ini tidak dapat clib~,o~r.k~·n:: 
karena l\11ajeli$. Kasasi !elah t~pat menera_pkan hyk~rD:· ~aka· 
kompetensi 'absolut penyeiesaian. perkara ad;;~),ah'. menjadi 
w~,w~~'ang B~dan ArbiV~Sf3: 1\lasional.ln<;i.o,nesia:.cs.ANI); · ·, -, .. ;:·· ~ 

,·,. :. :; .:· .: :·1: ~ '.·. , ... ·· : .. · :• •. .:\~; •. ) .. !· "•;."--~ . :· .. , ._:.,·· ··.: , . :1.:.. ·· .. ·::: .: ·,,, i, ~J._: 
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Bahwa putusan . Bad an. Arbitre3se Nasion a I; Indonesia 
{BANI)· tidak. -dieksekusi . oleh pihak,. Termohon Peninjauan
kembali, bukanlah:berarti bahwaupaya yang ditempuhmelalui 
proses kepailitan; .· 

lvlenirnba_rlg, · bahwa.:berdasarkan pertin1bangan teisebut 
diatas rna.k'a ., pEirm'Ohonah Peni~jauank~mbc:~li ya11g. diajukan 
oleh PT. TIARA TRAKINDO {dahulu pf TRAKINbb UTAMA) 
terse.but adalah tidak beralasan, sehirigga harus ·ditolak; 

•. _Mcini.mbang·:~' b'Mn/Vi' o-l~h' 'karen~ Pemohon Pehinjauan
kem'tf~(i/Pemohor1.'J~ail_it :·d1p'ih~k 'y~ng' kalah;_''harus tnembayar 
bi1l\M perkara daiaiift-ihgk~tp~rtiMj~L~mkef!l.b~'lrlnr:·~·: . · ___ ·.' 

.· .Memperhatikan pasa_l-pas<;~! dari, Undang-undang N9.. 14 
f~Rlih· .t~i7C); ·o:rid:~hg-uhd~R~( Nd:;_-14 · Tahun i 985 dan 
~~·~-~E~X~9..'.'P~'fl1:e,HJ1~-~th::P_~h~.Q.~_Af(9_1~?~~~-undang .r-.Jo. · 1 Tahun 
1'.~9,{3' 'Yang, telah: '_qite~a·pkah ~F"ry§r.!f~g(,Qnd_al)g-lj\')_qang dengan 
i:.HV2i'~n_g-L/Hd~mrr..J.Q1}~'2t:Tahun' 1 '1'~~r~i81 :~Jr~~:~'0n~~h9~undarig lain 
f.,~,7~~:':b·~~~~;€A'~~;~X~~!:r;c . . · ... · -· ! (_lj·i.;)r:. , 

i ::~ .~:::<::! ·a;;;;:•;'-; : · M E N G A D J l I .. 

• t' u-''rvterlof~k L'p~ermohonan · Peninjauanken\bali dari Pemohon 
Penirijauarik~tAbali-: PT. TIARA MARGA TRAKiNDO (cfahulu 
PT. TRAKINDQ U.TAMA tersebut; 

Menghul<_um :j~lt;~emohon · Peninjauankembali dahulu 
j ........ , ... 1 ! , .. , , ~ ~· r :··· ,... , . . 

Pemohon Ka'sas1/Pemohon Pailit untuk membayar biaya 
p:erkara dalam peninjauankembali sebesar Rp. 2.500.000,00 
{dua· juta lima rat us ribu rupiah); 

. . . 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 

Mahk~rnah Agung' pada hari : RABU, tahggal 16· MEl·• 2001 
dengan DRS. H. TAlJFIQ, SH:MH., Wakil Ketlia Mahkamah 
Agung sebagai l<etua Sidang, PROF.'· DR. PAULUS EFFENDI 
LOTULUNG, SH,': dan . M' .. SYAFIUDDlN .KARTASASMITA. 
SH., masing-masing Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai 
Hakim-Hakim Ar\ggota,· dan diucapkan dalam sidang terbuka 
urH:uk umum pada hari itu jug'a oleh Ketua Sidarig terse but; 
d~ngan diqadiri oleh . PROF;.,. DR. PAULUS EFFENDI 
LOTULUNG; · SH~~- i:lan M. ·svAFIUDDIN · KARTASASMiTA, 
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SH., Hakim-Hakim Anggota, serta RAHMI MULYATI, SH., 
Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah 
pihak. 

Hakim-Hakim Anggota, 

ttd. 

Ketua, 

ttd. 

PROF. DR. PAULUS EFFENDI 
LOTULUNG, SH. 

DRS. H. TAUFIQ, SH.MH. 

ttd. 

M .. SY'AFILJDDIN 
KARTASASMITA, SH. 

Panitera Pengganti, 

ttd. 

RAHMI MULYATI, SH. 

Biaya-biaya : 

1 . Meterai -------------------- Rp. 

2~ Redaksi -------------------- R:p. 

6.000,-

1.000,-

3. Administrasi Peninjauan-

kembali -------------------- Rp.2.497 .000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan 

Mahkarnah Agung R.I. 

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal 

Direktur Perdata Niaga 

ttd. 

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH. 

NIP.040 018 142 
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Teran_m~ndengar keterangah Pemohon dan Termohon; 
' ' 

•• ~,: _ ..... :: •. ;~ .... '"1 ~·~:i . ·-:~~-i·,:.~'r'?:~~:;-:..::r\ 

,;_ · Memi~b~hgl!.•:ba~:~· .-<~erho~~n····~el~rt1fJ<y_~5~J.lj~kU~i1y~: 
telah·~ mengajukan -permoh,bnannya- tertanggaf1

' 30·WKJ'opernber 
7000 __ 'Y?ng 'diclaftarkan pada ~epaniteraan _. P~Qga~iilap ))Jiaga 
pa;(fa;{ Pen·gadilah· Negerl Jakarta• P0saV·pad~'t~m;ggcrl.,.s::Des~mbet 
. ~OO,();:;r:dibCIWah~· 1 Daffar_; .. : Nomdd i'-' 86/PAfLIT/20bb/P>'N .N lAG A/ 
JKitesm=-'::Je!I~h;VJ-riengajukan~. perrnollonah;;i·perriy~tilan Pail it 
terh#Ba#·Terll)ohon:··dengah~alasan;.;atasan Van8"'pada.-pokoknya 
s~.bag~~l,Oe~!~yt~::~;~-~~-:~~~~~~;:~~-.~~.-,~:~~~~:;;:;t-~~-L~i~---:~·~-~-~:;_r~------------

-· -. _.,- .. ~ .... 

Bahwa ·PerpqlJp? adalah :5l.lat~ eada~_ •. J-1l.l~um ··yang bergerak 
d~ng;:rtl':·Jeni:s{•'t.rs~ha ... AJar· :B~sar _dan· S0ku :¢ad~hgny~ t"dengan 

: AbggC}rar([)asCir:•.No~-1'3 tanggal 6 Nope'mber 1998 y~ng dibuat _ 
· .c:f1,h~d~aR~ri§:~_y,cf,n¥a~1 P~efb~iWngSIH::~Adit:w~rslf<:);, SH/N.6tMis-·ai 

,. J~:Rat{~'~;(pefig~~~m~'Y'di:u'i;.Menteri\ KehaRhnah' t{epublir<;. Indonesia 
N{·.{';Jt~/86.22 ,;:~J4r:.ol.04;TH'99~ ;· da'ri · .kemudl~'ri ·-. Pemohon telah 
t~fdaif-~f1'.Hi-' ;:'qi~·~rt~merii' Perindustfia'n>. dari: Pefdagahgqn Reg. 

, No::q~i0,~)51.QOd72. (8\.rkti<A.tYpahBu~!iTDP). · , .... 

ME~GEZAi1:( ;bAN¥ A'' H~~k~:~·: ·~ANt·.· TELAH· . JATUH 
-~ ' . _.. . . . . -... / . . . - -· . .;-··· .' -· .-- . -. ,_,. ~ -.. . " . ' ... - "· . ' . "\; . : :..: (':"' . - -. . . 

TEMPO~DANCDAPAl?·:DltAGIH; NAMUN.TIUAK:DIBAYAR 
OlEitbtERMOHON KEPADA:PEMOHONr·". ; 1i;•..:--'' . 

•' '--~-- . . . . ~-_:;;-·].:~_:·l~~·-'·-~ \ . :.-,.- . ·l-
.· ';1 ~-: :~.::v; :}. ·.-.-:"~- : _:,::_ 

~' Bahwa,' berdasarkari · bukti-bukti' yc:mg _ di~jukan .'eem9hon 
dalc:n~ 'persidangan perm()hon'a'h k~pailital-1 int;' Thhibhon 
in'empimyal hutang kepada · Pemohon yang · t~lah jatuh 

· tempe>_;_. cj_an ~ dap.af'>qitagih; ;f1amtiH: deiri,lkr~h ··· tidak::!tJernah 
qibayaikarl olehTetmohon'kep~B~,~Pehioiio!-i;": :.:, · '~-,_, : :- --

'" · · B<~hwa: · juml9h hutang T ermohon .· terse but hingga 
permohon~m ini didaf,tarkan (perhitungah sampai d~ngan ·19 

. ,,.. . . ... . . " . . 



Nopember 2000) ·adalah sebesar Rp.837:855.863,04 
(delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lim~ puluh 
lima ribu del a pan rat us en am puluh tiga rupiah. empat sen) 
yang terdiri d<;~ri: · · · ·. 

Hutang pokok sebesar Rp. 748.085~592 · (tujuh ratus 
em pat puluh delapan juta del a pan pult.ih ·lima ribu lima 
ratus sembilan puluh dua rupiah); · ' · ,. · · 
Denda 1°/o dari hutang pokok tersebut sejak Nopember 
1999 sampai dengan Nopember 2000 sebesar Rp. 
89.770.271,04 (delapan puluh sembilan }uta tujuh ratus 
tujuh puluhribu dua ratus tu)uh puluh sattl rupiah empat 
sen). :: 

DASAR TERBITNYA HUTANG (KEWAJIBAN PEMBAYARAN) 
TERMOHON TERHADAP PEMOHON 

1. Bahwa, -antara Pemohon dan Termohon perriah terjadi 
hubungan hukum keperdataan, yaitu dengim ditanda
tanganinya Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/ 
MS/XI/96; 

2. Bahwa, terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon 
berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak 
membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan 
Pemohon sebesar Rp. 738.849.592 (tujuh ratus tiga puluh 
delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima 
ratus sembilan puluh dua rupiah)! · 

3. Bahwa, oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan 
pembayaran hutangnya tersebut pada dalit Lbutir 2 diatas, 
maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketanya 
kepada majelis arbiter Badan' Arbitrase Nasiorial· Indonesia 
(BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo; 

4. Bahwa, amar · putusan majelis arbiter BANI No~:-; 5/X-
09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 menggariskan 
sebagai berikut (dikutip): 

"MEMUTUSKAN" 

1. DALAM EKSEPSI: 
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. . Menya_r:npingkan ,Eksepsi T ermphon 

' -~ ' ' ' J ~ ' 
i, ::.; 

2. DALAM POKOKi RERKARA 
Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. 
Menyatakan Terrnohon telah melakukan ingkar 
janji/wanprestas:.i .. · 
Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/ 

. .HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi 
·hukum. -
Menghukum dan memer:intahkan Termohon kepada 
Pemohon untuk membayarkewajiban sebagai berikut: 
a. Jumlah tuntutan Pemohon ------ Rp. 738.849.592,-
b. Biaya Arbiter yang telah ditutup 

. oleh Pemohon:~:..-"-------~-------~- Rp. 9.236.000,-
Rp. 748.085.592,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh 
Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) 
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak 
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang 
sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan 
denda 1°/o perbulan secara proposional dari nilai uang 
yang terlambat dibayarkan. 
Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan 
tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah 
pihak. 
Menghukum Pemohon dan T ermohon untuk membayar 
biaya administrasi pemeriksaan · perkara ini masing
masing seperdua." (Bukti P-1) . 

. 5. Bahwa, putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan 
(deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.Ol6/ 
Wasit/1999/PN.JKT.PST tanggal 5 Nopember 1999, dan 
Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan 
arbitrase sebagaimana tenggang waktu untuk mengajukan 
pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-
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Undang No. 30 Tahun 1999~ karenanya tenggang waktu 
pembatalan tersebut telah dilampaui oleh Termohon; 

6. Bahwa, berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, 
Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakan 
No.:5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 secara 
sukarela (Bukti P-2), karena putusan BANI tersebut telah 
berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde); 

7. Bahwa, terhadap permintaan pelaksanaan putusan BANI 
secara sukarela sebagaimana butir 5 tersebut diatas, 
Termohon tidak pernah menanggapinya. dan Termohon 
tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan .pembayaran 
hutangnya tersebut kepada Pemohon;. 

. ' 
8. Bahwa. oleh karena Termohon tidak menghormati putusan 

BANI yaitu tidak meiaksanakan pembayaran hutangnya 
terhadap Pemohon. maka Pemohon telah menegur 
(sommeren) T ermohor:t agar membayar hutang a· quo 
kepada Pemohon. (Bukti P-3, Bukti P-4); 
Bahwa, terhadap teguran Pemohon tersebut Termohon tetap' 
tidak melaksanakaf) pembayaran. hutang a quo •... dan 
karenanya Pemohon mengajukan'permohonan kepailitan:ini. 

HUTANG TERMOHON YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN 
DAPAT DITAGIH. 

Bahwa, dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 
1999 yang telah berkekuatan hukum: tetap dan pasti sesuai .·dalil 
butir 5 dan dalil butir 6 tersebut diatas, maka seketika itu juga 
hutang Termohon terhadapPemohon sudah sahjatuh tempo dan • 
dapat ditagih oleh Pemohon; . : > · _ ·, 

' ~-; ; . . 

HUTANG TERMOHON TERHADAP KREDITUR LAINNYA. 

Bahwa. Termohon terbukti .juga, rnempunyai hutang-hutang 
kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut: 
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1. Hutang terhadap PT. KORRA ANTARBUANA, alamat Wisma 
Sentosa Lt. 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran 
Lama Jakarta 12240; 

2. Hutang terhadap PT. INTI ERA CIPTA, alamat Jl. Angkasa 
No. 20 E-H Jakarta 10610; 

3. Hutang terhadap PT. PLAMMEKA SELARAS, alamat Jl 
Kebayoran lama 16 E Jakarta Selatan; 

4. . Hutang terhadap 'PT.' SURYA PERTIWI, alamat Jl. Tomang 
Raya No. 16-18 Jakarta Barat; 

5. Hutang, terhadap·.PT;'·WIRATMAN & ASSOCIATES, Graha 
Simatupang, Tower II A & D JL TB. Simatupang Kav. 38 
Jakarta 12540; 

6. Hutang terliadap PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH, Jl. 
Rav..:a Gelam V Kav. OR-38, Kawasan lndustri Pulo Gadung 
Jakarta 13930; · · 

7. Hutang terhadap PT. JAYA KENCANA, Jl. Salemba Raya No. 
61 Jakarta Pusat; 

USULAN PENGANGKATAN KURATOR. 

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 (1) Undang
Undang No. 4 tahun 1998, maka Pemohon mohon sudilah 
kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH, 
dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON lisensi 
No.:C-HT.05.14-19 tanggal 30 Maret 1999, alamat Wisma Anam 
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebC}gai Kurator 
Termohon dalam kepailitan ini. 

TENTANG ADANYA FAKTA ATAU KEADAAN YANG 
TERBUKTI SECARA SEDERHANA. 

a. Bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Kepailitan No.4 tahun 1998, maka Termohon terbukti secara 
hukum dapat dinyatakan pailit karena paling tidak adanya 2 
(dua) kreditur atas Termohon, dan Termohon telah tidak 
membayar setidaknya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo 
dan dapat ditagih, yaitu kepada Pemohon sekarang ini; 
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b. Bahwa. dengan terbuktinya secara hukum tentang adanya 
hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan· dapat ditagih 
namun tidak pernah dibayar kepada Pemohon tersebut, serta 
telah terbukti pula adanya hutang Termohon pada kreditur 
lainnya, maka Pemohon pailit ini telah memenuhi unsur
unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 
tahun 1998, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut 
mengabulkan Pemohon pernyataan pailit yang dimohonkan 
Pemohon; 

c. Bahwa, berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 
Kepailitan No. 4 tahun 1998, maka fakta atau keadaari 'telah 
terbukti secara sederhana, sehingga persy~·~ataf(''urituk 
dinyatakan pailit seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang KepailifEm No. 4 tahurj · 1998 · telah 

. terpenuhi, sehingga adalah patut dan'· adil Yermohoh 
; ~-. ... . . .· ... ':"t;" {. 

":. sekarang, ini dinyatakan pailit. 

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka 
Pemohon mohon kepada Pengadilan 'Niaga pada .P.erigadilan 
Negeri Jakarta Pt~sat ;agar memutuskan: •' · ··· ·· ,. 
1. Menerima dan m·engabulkan seluruh permohoriah'Pemohon; 
2. Menyatakan bahwa Termohon berhutangkepa'da: Pemohon; 
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih: naintin::'t:iefa:r< pernah 
dibayar o!eh Termohon; . 

4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyar·kreditur laihnya· 
seperti didalilkan dalam posita Pemohon diab3s; 

5. Menyatakan Termohon dalam keadaan PC!ilit~ " · 
6. Menunjuk dan menetapkan 'Hakim · Pengawas untuk 

mengawasi pengurusan ·.dan pembefesail· hart a (Boedel) 
Termohon; ·' 

7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk' mengallgkat Saudara 
ABDULLAH MAKARIM, SH, dari Kantor Hukuin NASRUN, 
KALIANDA & DARTON alamat Wisma Anam JL· Teuk•J Cik 
Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam 
kepailitan ini; 
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8. Membebankan . semua biaya perkara yang timbul di 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada harta pailit; 

,-. .. atau 
.-·r:JX AEQUO ET BONO 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah 
diteqtuka.Q, untuk Pemohon telah hadir Kuasanya Hukumnya 
RICCO ~1\BAR,.SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 
Nopember 2000, sedangkan untuk T ermohon telah hadir 
Kuasanya Hukumnya PURWOKO J. SOEMANTRI, SH, dan TON 
S~RTON(J.~. SH, berd(!sarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 
De se m ber 2 000 · ---------------------------------------------------------------------. ·. I . . . . . ~ . . ' . . 

. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat 
permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2000 beserta 
tambahan Kreditur, yang isinya tetap dipertahankan oleh 
P em o h on; ------------------------------------------------------------------------------

. Menimbang, bahwa ter;h,adap .. permohonan Pemohon 
tE?'rsebut, Termohon telah meng~rnukakan Tanggapannya secara 
t~rtulis tertanggal 20 Desember 2000, yang . pada pokoknya 
berp)J n yi .se baga_i, p"~ ri kut: --·-::-·-,------------'"-·-----~~-------~-------,-------------

·'.; 

eahw9 jelas:-:Je.las apabila dibaca permohonan a quo dasar 
~:)okoknya' adalah:. 
1. Perjanjian Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan 

Genset untuk Proyek Menara Sa hid di Jl. Jend. Sudirman No. 
Bq sesuai Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/ 
HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996; 

2. Putusan BANI Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 
Oktober 1999; 

bahwa dalam Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Perjanjian Pemborongan 
No. 111/SPP/HSJI/MS/Xl/96 menyatakan dengan tegas: 
" Segala masalah yang tercakup dalam surat Perjanjian 

Pemborongan Kerja ini yang mungkin akan timbul dalam 
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menjalankan perjanjian ini .aka f) .. cliatur. dan . .diselesaikan 
kemudian dengan itikad baik m~~·ing-~asing. pihak dalam 
musyawarah"; 
Bila masalah tersebut tidak teratasL()I~h masi.ng·ma.sing pihak, 
maka kedua belah pihak sepaka.t ,1,mtuk rnenyerahkan 
masalah kepada Badan Arbitrase Nasional"; 
Untuk pelaksanaannya dan segala akibat yaf)g; timbul dari 
Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak .sepakat un.tuk 
memilih hukum yang tetap dan umum, serta segala akibatnya 
di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"; 

Pasal 31 ayat 4 menyatakan dengan tegas: 
Kedua belah pihak sepakat dalarri hal terjadi Pr=mbata:lan 
Kontrak akan mengabaikan pasal 1266 dan pasal 1267 
KUHPerdata Republik Indonesia" 

dari pasal-pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan dan tidaklah 
terbantah Pengadilan Niaga tidaklah berwenang merneriksa dan 
mengadili perkara a quo, sebab para pihak .· t~lah sepakat 
menyelesaikan segala persoalan kepada BANI, yang merupakan 
putusan tingkat pertama dan terakhir se.rta. para pih;;tk; 

···'· . ' 

1.2. MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN MELANGGAR 
AZAS "NEBIS IN IDEM": 

Bahwa Permohonan Pemohon melanggar azas "Nebis In Idem". 
Hal tersebut terbukti antara rol perkara a quo No.80/PAILIT/ 
2000/PN.NJAGA/JKT.PST sama · dengan putusan Arbitrase 
Nasional Reg. No.:S/X-09/ARB/BANI/ 99 tangga·l 19. Oktober 
1999 yaitu subjek para pihak yang berperkara sama dan obyek 
yang disengketakan sama; 

BahW~f mengenai azas ''N~bis .In Idem" telah berulang kali dimuat 
dalaili Jurisprudensi Mahkamah Agung antara lain: Putusan 
Mahkamah Agung Rl No. 123 K/Sip/1969 tanggal 23 April 1969, 
Putusan Mahkamah Agung Rl No. 145K/Sip/1967 tanggal q 
Desember 1967, Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1079 
K/Sip/1913tanggal 8 Maret 1979; 

'\ ' 
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Dengan demikian karena permohonan Pailit a quo melanggar 
azas "Nebis In Idem", maka sudah seh.arusnya permohonan Pailit 
a quo ditolak; 

1.3. MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN "PREMATURE" 
ATAU BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN: 

Apabila dibaca Permohonan Kepailitan a quo, dasar Pemohon 
membuktikan adanya hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih 
sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah karena adanya 
putusan Arbitrase Nasional Indonesia Reg. No.: 5/X-
09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah 
berkekuatan h1Jkum tetap dan pasti, yang secara sukarela tidak 
dilaksanakan oleh Termohon; 
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, Termohon perlu mengutip Pasal 60 Undang-Undang Rl 
No. 30 tahun 1999 yang berisi sebagai berikut: 
" Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak" 
Selanjutnya Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan. Pasal 64 Undang
Undang Rl No. 30 tahun 1999 berisi sebagai berikut: 

" 
Pasal 61: 

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase 
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah 

·· Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 
yang bersengketa" 

Pasal 62: 
(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan 

dalam vilaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
per'mohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera 
Pengadilan Negeri. 

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa 
teriebih dahulu apakah putusan arbitrase mematuhi 
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ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan 
. dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 

(3) Dalam hal ·· putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana · dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan 
Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi · :dan 
terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak 
terbuka upaya hukum apapun. 

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak ·· memeriksa alasan atau 
pertimbangan dari putusan arbitrase.' :. '. . 

· Pasal 63: · · -'· <· 

Perintah Ketua Pengadilan Negeri dfhllis 'pada lembaran asli dan 
otentik putusal) arbitrase yang dikeluarkah~ · 

Pq_~al 64: 
Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perinta_h Ketua Pengadilan 
Negeri, dilaksanakan sesuai ketentiJan pelaksanaan putusan dalam 
perkara perdata· ·yang· putusannya _telah . mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
Dengan menunjuk dan menyimpulkan pas~l~pa~al tersebut diatas, 
maka jelas Putusan Arbitrase adalah Putusan'th1gkat pertama dan 
bersifat final dan.· mengikat para pihak;· ylimg secara hukum 
apabila~ telah inkracht van gewijsde dan; tel~h dibubuhi perintah 
Ketua·Pengadilan Negeri, eksekusinya dHaksah'akan sesuai putusan 
dalamperkaraperdata; '· ··· '·'.: '> .. · 

Dari uraian terse but diatas jelas tidaklah dapat terbaritah ~engketa 
Arbitrase adalah sengketa Arbitrase, sengketa kepailitan: · adalah 
sengketa · kepailitan, sehingga secara hukum permohonan pailit 
aquo adalah "Premature" dan sangatlah dipaksakaii, sebab 
putusan Arbitrase No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 
1999 belum tuntas, Pemohon telah mengajukan gugatan pailit 
dengan mengacu pada putusan · Arbitrase No.:5/X-
09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1?99 fersebut; 

J \.:.:: ·,::): ;'· 

1.4. MEN6ENA1= .:HHBUNGAN. HUKUM, ANTARA TER
·MGHON DAN PEMOHON: 
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Bahwa jelas dan tegas perkara _in casu antara Termohon dan 
Pemohon sebelUIT)(lYa adalah me11yangkut hubungan hukum 
dalam Perjanjian -· Pemborongan Kerja Pengadaan . dan 
Pemasangan Gen_set ·untuk Proyek Menara Sahid di Jl. Jendral 
Sudirmim ·_No. 86 sesuai Perjanjian Pemborongan Kerja No. 
nf;SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996, yang 
sengketa perkaranya telah diputus melalui Arbitrase in casu 
putusan Arbitrase No.:S/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 
1999, maka perkara pailit a quo tidaklah memenuhi ketentuan 
pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No._ 4 tahun 1998 beserta 
penjelasannya, karena pengertian hutang yang tidf-lkdibayar oleh 
Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan _jnj adalah 
hutang pokok dan bunganya~ tidak meliputi bentuk wanprestasi 
lain yang tidak berdasarkan k9n~ruksi hukum pinjam meminjam 
Uang. -~ : .. ,.:: :·!i: .. _; 

···_!::.~_, • .::~.:..: !~-.;_;_ •. :~/:. .1::-.:·L·i··:·:·; -,;L! .. ·-~·i.-: '. ' · . .-11' • 

Termohon perlu _rp~i!~lfJip)urispruder)si Mahkamah Agung dalam 
perkara No.()~ .KI,t;..l/199;8: tanggal 2 Desember 1998 sengketa 
an tara Dr. Husei'A -dkk lawan PT. Modern land Realty Ltd. yang 
substansi keberataD,;-:dari Pemqhon Kasasi dibenarkan oleh 
Mahkamah Agung Rl sebagai berikut: 
" Bahwa sesuai dengan ketentuan dan substansi dari pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dan 
penjelasannya, yang dimaksud dengan utang adalah 
kewajiban pembayaran yang tertib dari adanya perikatan 
utang piutang dimana dikenal istilah pihak Kreditur bagi 

·--· · ''pihak _. yapg ·: memiliki piutang dan Pihak Debitur >yang 
mernp0i~!y#L utang yaitu kewajiban pembayaran ke-mbali 
uang yaqg telah diterima dari kreditur berupa utang pokok 

; ~---· 
ditambah bunga"; ·· '' 

·, l: 

D~~gan demikian karena sengketa antara Termohon dan 
Pemohon sebenarnya berawal dari hubungan hukum yaitu 
prestasi pengadaan dan pemasangan Genset dan bukan berawal 
d?f.i hubungaq .. hukum _, pinjam mE:tpinjam uang yang posisi 
p~lakunya adalah Kreditl.Jr dan O.ebifur, maka pengertian hutang 
dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidaklah 
terpenuhi; 
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1.5. MENGENAI TERMOHON-· MASrH MEMPUNYAI ITIKAD 
BAlK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN: 

Dalam proses setelah adanya Putusan Arbitrase dan sampai 'saa.t 
mr Termohon masih ·mempunyai itikad • baik melakukan 
penyelesaian kewajiban Termohon kepada Perriohoh :d~rigan 
dasar-dasar sesuai Kontrak. Selanjutnya dengan segalEI' itikacl baik 
Termohon dengan sedikit mengesarnpingkan kontrak mau 
melaksanakan penyelesaian pembayaran·--kepada· Pemohbn atas 
hal-hal yang riel terpasang di Proyek; Kernudian per11cihdil~~ukan 
opname atas barang-barang tersebut pada tanggal 2i Jut! 1999 
oleh Termohor, Pemohon dah· BapakAbdullah'-Makarim yaitu 
seorang wakil dari Majelis Arbitrase Nasiorial Indonesia.' · · 
Dimana hasil opname tersebut ·tnenuhjukkan bahWa 'at~t-alat 
yang terpasang tidak sesuai dengan:· del' dildaim oleh Pemohon lc. 
PT. Trakindo Utama, bahkan ada barang-barang yang telah 
hilang yang menurut kontrak atau Perjanjian Pem1J9tongan Kerja 
No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 pasal 12 dikatakan' ·&ahwa. yang 
bertanggung jawab di lapangan adalah p-erribO"~orig l( PT. 
Trakindo Utama, sehingga secara faktual Termohon terbukti tetap 
mau menyelesaikan kewajiban Termohon mengacu pad~) hasil 
opname yang telah dilakukan secara bersama-sama: 
Bahwa sebagai akibat krisis moneter yang berkepanjangan sejak 
tahun 1997 membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 
nasional. antara lain proyek Meriara Sahid, PHK dimana-mana, 
daya beli masyarakat menurut; bank~bank banyak di BTO atau 
880, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan 
Termohon; 

Dengan demikian dengan melihat fakta;fakta terset.>ut ~i.atas, 
unsur hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam pasal 1 
ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 semakir{jei~s tidaklah 
terpenuhi, karen a T ermohon faktual sampai saat ini masih 
mempunyai itikad baik menyelesaikan pembayaran dengah 
mengacu pada hasH opname yang telah dilakukan secar~ 
bersama-sama atau dengan kata lain antara Termohon dan 
Pemohon masih melakukan negosiasi pembayaran; 
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1.6. MENGENAI DEBITUR MEMPUNYAI DUA ATAU lEBIH 
KREDITUR: 

Bahwa Pemohon dalam permohonan pailitnya menyatakan 
Termohon mempunyai hutang kepada pihak-pihak lainnya 
sebagai berikut: 
1. Hutang terhadap PT. KORRA ANTARBUANA, alamat Wisma 

Sentosa lt. 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran 
lama Jakarta 12240; 

2. Hutang terhadap PT. INTI ERA CIPTA, alamat Jl. Angkasa 
No. 20 E-H Jakarta 10610; 

3. · Hutang terhadap PT. PlAMMEKA SElARAS, alamat Jl 
Kebayoran lama 16 E Jakarta Selatan; 

4. Hutang terhadap PT. SURXA PERTIWI, alamat Jl. Tomang 
Raya No. 16-18 Jakarta Barat; 

5·. Hutang terhadap PT. WIRATMAN & ASSOCIATES. Graha
Simatupang, Tower II A & D Jl. TB. Simatupang Kav. 38 
Jakarta 12540; 

6 .• Hutangterhadap PT.TATAMUUA NUSANTARA INDAH, Jl. 
Rawa Gelam V Kav. OR-38, Kawasan lndustri Pulo Gadung 
Jakarta 13930; 

7. Hutang terhadap PT. JAYA KENCANA, Jl. Salemba Raya No. 
61 Jakarta Pusat; 

Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, untuk itu Termohon 
mensomiir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dali!nya 
bahwa T ermohon mempunyai ·· hutang kepada pihak-pihak 
tersebut diatas; 

1.7. MENGENAI FAKTA BAHWA PEMOHON TIDAK 
. : MEMPUNYAI AlASAN KUAT UNTUK MEMPAIUTKAN 

JERMOHON: 

Bahwa Termohon adalah perusahaan besar dengan nilai Asset 
diperkirakan mencapai Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar 
rupiah), sementara kewajiban kepada Termohon sesuai dalil 
permohonan Pailit adalah sebesar Rp. 837.855.863,04,- (delupan 
ratus tiga puluh tujuh:·jiJta delapan ratus lima puluh lima ribu 
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delapan ratus enam puluh tiga koma hoi empat rupiah). Dengan 
demikian karena nilai Asset Termohon jauh lebih besar d:::d nilai 
kewajiban Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya · tidak 
ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit 
untuk mematikan T ermohon; 
Begitu juga apabila Termohon dipailitkan jelas yang rugi adalah 
para Kreditur lainya secara keseluruhan, para karyawan akan di 
PHK dan perusahaan "mati", sehingga jelas unsur "Unsur 
K~adilan Berdas.;~rkan Ketuhanan Yang Mahai E·sa1''.. tidaklah 
terce~min dal~m-,p~tusan tersebut; :.rt-:c .(; i r• 

Maka,. -berdasarkan hal-hai tersebut diatas, TermohoTi. mohon 
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo· berkenan 
untuk meberik~n putusan sebagai berikut: 

Menolak Permohonan P.ailit Pemohon seluruhnya atau 
setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pailit Pemohon 
tidak dapat diterima; 
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara 
men urut h u ku m; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permo
honannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: 
1. Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI) Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 CUober 
1999 (Bukti P-1). 

2. Fotokopi Surat No.: 13/RA-7 /Xl-Khs/99 tangga! 24 
Nopember 1999 perihal Pelaksanaan putusan Arbitrase BANI 
(Bukti P-2). 

3. Fotokopi Surat No.:l3/RA-20-XI/Sk/2000 tanggal 13 
Nopember 2000 perihal: Tegoran/Somasi (Bukti P-3). 

4. Fotokopi Surat No.13/RA-21-XI/SK/2000 tanggal 20 
Nopember 2000 perihal: Tegoran Somasi (Bukti P-4). 

5. Fotokopi Surat tanggal 22 Oktober 2000 (Bukti P-5); --------- · ··. 

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan · telah 
diberi materai yang cukup untuk bukti dalam persidangan; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya 
Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa: 
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1. Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI) Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 
1999 (Bukti T-1). 

2. Fotokopi Keputusan Sela Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI) Reg. No.:SN-03/ARB/BANI/99 tanggal 12 Mei 1999 
(Bukti T-2). 

3. Fotokopi Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan dan 
Pemasangan Genset Proyek Menara Said (Bukti T-3). 

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 
tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa (Bukti T-4). 

' . ·~ 

5. Fotokopi Menara Sahid Project (Bukti T-5). 

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah 
diberi materai yang cukup untuk· bukti dalam persidangan; ----------

_Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, 
maka segala sesuatunya yang telah dimuat didalam berita acara 
sidang di~mggap sudah termasuk pula dalam putusan ini; ------------

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak 
mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan. 

TENTANG HUKUMNYA: 

., 

Menimbang, .. bahwa maksud dan tujuan permohonan 
Pemohon tersebut adalah sebagaimana dimaksud diatas; -----------

Menimbang, bahwa ·Pemohon dengan surat permohonannya 
tersebut pada · pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PT. 
Hotel Sahid Jaya International mempunyai hutang kepada 
Pemohon PT. Tr.:tkindo Utama berdasarkan prestasi pekerjaan 
yang telah dilaksanakan sebagaimana Perjanjian Pemborongan 
Kerja No, 111/SPP/HSJI/MS/XI/96. 
Dan oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan 
pembayaran hutangnya tersebut, maka Pemohon telah 
mengajukan penyelesaian sengketanya kepada Majelis Arbitrase 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan telah memperoleh · 
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putusan pada tanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-
09/ARB/BANI/99 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 

1. DALAM EKSEPSk 
Menyampingkan Eksepsi Termohon 

2. DALAM POKOK PERKARA 
Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. 
Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar 
janji/wanprestasi. 
Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No.l11/SPP/ 
HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi 
hukum. 
Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada 
Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut: 
a. Jumlah tuntutan Pemohon ------ Rp. 738.849.592,-
b. Biaya Arbiter yang telah ditutup 

oleh Pemohon --------------------- Rp. 9.236.000,-
Rp. 748.085.592,-

(fujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh 
Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) 
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak 
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang 
sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan 
denda 1 °/o perbulan secara proposional dari nilai uang 
yang terlambat dibayarkan. 
Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan 
tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah 
pihak. 
Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar 
biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing
ma sing seperdua; · -------------------------·-----------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah meminta 
dan menegor Termohon agar secara sukarela melaksanakan 
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putusan tersebut, akan tetapi Te_rJT)ohon tidak pernah 
menanggapinya danTermohon tidak pernah beritikad baik untuk 
melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut; -------------------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon 
tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan yang 
pada pokoknya sebagai berikut, yaitu: 
1. Mengenai Pilihan Hukum, bahwa para pihak telah sepakat 

menyelesaikan segala persoalan kepada Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia; 

2. · Permohonan Kepailitan melanggar azas "Nebis In Idem"; 
3. Permohonan Kepailitan "Premature" atau belum waktunya 

diaj'ukan; · 
4. Termohon masih mempunyai itikad baik menyelesaikan 

pembayaran dan oleh karer-~a itu Pemohon tidak mempunyai 
alasan kuat untuk mempailitkan Termohon; ' 

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permo
honannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 
sampai del)gan P-5, sedangkan Termohon untuk memperkuat 
sangkalanriya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai 
d e,nga n . r-5; ----------------------.---------------------------------------.. --------------

. Meniinbc;~ng, bahwa Majelis akan .. mempertimbangkan 
p~rmohonan Pemohon sekaligus terhadap t~,nggapan Termohon 
karena pada dasarnya mempunyai dasar/alasan yang sama; --------

Menimbang, bahwa berdpsarkan bukti P-1 (sama dengan 
bukti T-1) terhadap sengketa tersebut ternyata telah diputuskan 
oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 19 
6ktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhaclap putusan 
tersebut oleh Pemohon PT. Trakindo Utama telah did.aftarkan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 
No.016/Wasit/1999/PN.JKT.PST, dan oleh karenanya telah 
memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 tahun 

1999; -------------------------------------------------------------------------------------
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· Menimbang, bahwa putusan Arbitrase tersebut menurut Pasal 
60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 bersifat final dan 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak; ------

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Termohon 
dalam hal ini PT. Hotel Sahid Jaya International tidak 
melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela putusan 
tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) berdasarkan perintah 
Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang 
bersengketa dalam hal ini atas permohonan PT. Trakindo Utama; 

Menimbang, bahwa " perintah " sebagaimana dimaksud 
diatas diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Eksekusi 
didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (lihat Pasal 61 
sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999) 
dan putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan ten tang pelaksanaan putusan dalam · perkara Perdata 
yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum ;tetap; ---------

~ • • / : . ' ' : : ; ! ; : 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatas, maka' · Pemohon dalam hal ini ·PT. Trakindo Utama 
seharusnya mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia tertanggal 19 Oktober 1999 
No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 tersebut 
kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh 
karenanya terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan ini, 
Majelis berpendapat "berlebihan" dan harus ditolak karena 
proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase belum sepenuhnya dijalani 
atau dilaksanakan oleh Pemohon; --------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pailit ditolak, 
maka ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini beralasan dibebankan kepada Pemohon; ------------------

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang.-Undang Kepailitan 
Nomor 4 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 
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~~. . . . 

1999 serta Peraturan-peraturan lain YC!ng ada kaitannya dengan 
perkara ini. 

MEMUTUSKAN: 

Menolak permohonan Pailit dari Pemohon; ------------------------

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan 
. ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); ------------------~--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Niaga pada hari: J<,amis, tanggal : 21 Desember 
2000, dengan;; Iy1AHDI SOROINDA NASUTION, SH, sebagai 
Hakim K~Wa:~'"'H. HASAN BASRI, SH dan NY. CH. 
KRISTIPU~N~.M!;:WULAN, S-H, masing-masing sebagai Hakim 
Anggota,._,_putu~q{l. mana diucapkan dalam sidang yang terbuka 
untuk umum pada hari: Rabu, tanggal : 3 Januari 2001 oleh 
Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim 
Anggota, CHRISTANTO PUDJJONO, SH, sebagai Panitera 
Pengganti serta Kuasa Pemohon dan Kuasa T ermohon. 

Hakim-Hakim Anggota, 

ttd. 

. 1. HASAN BASRJ, SH. 

i.,. ::\ttd. 

2. NY.CH.KRISTIPURNAMI 
WULAN, SH. 

Ketua Majelis, 

ttd . 

MAHDI SOROINDA 
NASUTION, SH. 

Panitera Pengganti, 

ttd. 

-. _.j. CHRISTANTO PUDJIONO, SH. 

:_: '·. ;_ 
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